
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Repunlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repunlik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Repunlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUNA, 
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, perlu mengatur Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 dalam Peraturan 
Bupati; 

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR l(I).. TAHUN 2021 

TENTANG 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 

BUPATI MUNA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

Mengingat 

Menimbang 



7. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah ((Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repunlik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repunlik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Repunlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 221, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repunlik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara 
Repunlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 590); 

,. 



Pasal 2 
Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2021 
dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 

BAB II 
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Muna. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat 
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang 
memuat Kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode l(satu) tahun. 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah 
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Muna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Muna Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor 03, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 
Nomor 3); 



H. HARMIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNATAHUN 2021 NOMOR .. 91- .. 

Diundangkan di Raha 
pada tanggal 1 olar>licn- 2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 4ni_, 

PU,GEL01.. 
······-e>t·· i; ~--- ... 

1----.::.......J.~-..: --------·- 

ditetapkan di Raha 
SI pada al 1 of.to ~r 2021 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Muna. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
(1) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan 

sebagai: 
a. Pedoman untuk menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam 

rangka penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2021; 
b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Perubahan Renja Perangkat 

Daerah dan Perubahan RKA Perangkat Daerah; 
(2) Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan satu-satunya dokumen rujukan dalam 

penyusunan perubahan dokumen KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2021. 
(3) Dasar aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perintah atau 

Persetujuan Bupati, Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan/ atau 
persyaratan penganggaran. 

Pasal 3 
(1) Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016- 

2021 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan 
daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh 
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat. 

(2) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 
buku yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

. ,. 


